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ABSTRAKS
Judul                : Perbedaan  Pencatatan  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Perspektif
Maqashid al-Syari’ah
Penulis             : Mohder
Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum
Islam, masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap
sebagai tindakan administratif belaka. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu
dipertegas sejauhmana perbedaan hukum perkawinan menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dengan hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum
Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah.
Dari permasalahan tersebut diatas maka dirumuskan beberapa pertanyaan
diantaranya, bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan menurut Undang-
undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?  Dimana letak persamaan
dan perbedaan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam? Dan bagaimana perspektif maqashid al
syari’ah terhadap pencatatan perkawinan?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kedudukan
pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi
hukum Islam, membandingkan letak persamaan dan perbedaan pencatatan
perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam, dan membuktikan kelebihan dan kelemahan perspektif maqashid al
syari’ah terhadap pencatatan perkawinan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
yuridis normatif dan kepustakaan yakni menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan sesuai dengan obyek yang
diteliti yaitu Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Kompilasi
Hukum Islam Perspektif Maqâshid al-Syari’ah.
Hasil dari temuan penelitian ini adalah bahwa kedudukan pencatatan
perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam sama-sama menduduki posisi yang sangat penting karena tujuan utama dari
adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang
berkaitan dengan administrasi kenegaraan yang diharapkan akan mengarah
kepada tercipatanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Pencatatan perkawinan
menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terletak
pada Pasal 2 ayat (1) UUP dan Pasal 4 KHI yang menyebutkan perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya atau hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada sanksi
dimana dalam UUP tidak disebutkan tentang sanksi dari pengabaian pencatatan
perkawinan sedang dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat
tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun pencatatan perkawinan dalam
tinjauan maqashid al- syariah, dimana secara tingkatannya maqashid al-syariah
itu terbagi atas tiga tingkatan, yaitu Dharuriyah, Hajiyah dan Tahsiniyah, maka
pencatatan perkawinan masuk dalam kategori dharuriyah yaitu dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akherat, yakni dengan
terpeliharanya lima aspek utama yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta,
karena dengan pencataan perkawinan seseorang dapat mempertanggungjawabkan
perkawinanan baik secara legal formal maupun secara syar’i.
ABSTRACT
Title : Record-keeping Difference of Marriage According To Law No. 1 The
year 1974  And  Compilation  of  Islam  Law  Perspective Maqashid
al-Syari’ah
Writer : Mohder
In everyday life of applying Section 2 sentence ( 2) Law No. 1 The year
1974 connubial and Section 5 and 6 Compilation of Islam Law, still often is
disregarded by marriage record-keeping only be considered to be mere
administrative action. Based on the background need to be assured how far
difference of conjugal right according to invited Number 1 The year 1974 with
conjugal right according to Compilation of Islam Law Perspective Maqashid al-
Syari'ah.
From the problems to hence formulated some questions between it, how
position of record-keeping of marriage according to invited No. 1 the year 1974
and Compilation of Islam Law? Where situation of equation and record-keeping
difference of marriage according to invited Number1 The year 1974 and
Compilation of Islam Law? And how in perspective of maqashid al syari'ah to
marriage record-keeping?
Intention of this research is description of position of record-keeping to of
marriage according to invited No. 1 the year 1974 and compilation of Islam law,
description of situation of equation and record-keeping difference of marriage
according to invited No. 1 the year 1974 and compilation of Islam law, and in
perspective description of maqashid al syari'ah to marriage record-keeping.
Method applied in this research is research method of  jurisdiction
normative and bibliography namely analyzes of books and the articles its the
bearing with problem that is accurate and as according to object that is accurate
that is accurate that is Marriage Record-Keeping of According To law and
compilation of Islam law and in Perspective Maqâshid al-Syari'ah.
Result from this research finding is that position of record-keeping of
marriage according to invited No. 1 the year 1974 and compilation of Islam law
occupies a real important position because purpose of main of existence of
marriage record-keeping is to create orderliness related to administration of
political expected will lead to its (the created orderliness of social equation of
Record-keeping of marriage according to invited No. 1 the year 1974 and
compilation of Islam law lays in Section 2 sentence ( 1) UUP and Section 4 KHI
mentioning marriage is validating, if done according to law each its. While its the
difference lays in sanction where in UUP is not mentioned about sanction from
record-keeping neglecting of marriage is being in KHI it is mentioned that
marriage that is’n noted not to have legal force. As for marriage record-keeping in
review maqashid al-syariah, where in the level maqashid al-syariah divided to
three levels, that is Dharuriyah, Hajiyah and Tahsiniyah, hence marriage record-
keeping of admission in categorizing dharuriyah that is for the agenda of realizing
kindness of believer in world and the beyond, namely by looked after it five main
aspects that is religion, soul, descendant, mind, and possession, because with
Record-keeping one can justifies marriage of either legally formal and also in
syar'i.
اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺈاﻟﺘﻔﺮﻳﻖ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﺿﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪ 
ﻣﺤﻀﻴﺮ: اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﰱ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ و اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﰱ 
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ و اﻟﺴﺎدس ﻣﺎزال ﳏﻤﻠﺔ ﻷن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻜﺎح ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم 
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﱃ أّي ﺣّﺪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ . ﻓﺤﺴﺐ
.ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﺎ ﻣﻜﺎن ,ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔو ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن 
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻳﻦ اﳌﺴﺎواة و اﳋﻼف ؟ ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح؟ وﻣﺎ ﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻨﻜﺎح ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌ
.ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ؟
ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ و اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح 
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ و اﻟﻔﻘﻪ ﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺴﺎواة و اﳋﻼف ﺑﲔ , ﺑﺎﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎاﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺼﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺒﻴﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﺰﻳﺔ و اﻟﻨﻘ, ﺑﺎﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎاﻹﺳﻼﻣﻲ
.ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح
و اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒّﻴﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻨﻘﻞ 
.
ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ و اﻟﻔﻘﻪﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎحﺗﺴﺠﻴﻞأّن ﻣﻜﺎن ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
ﻷن اﻟﻐﺮض اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻜﺎح ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ و , ﻟﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﻢ ّاﻹﺳﻼﻣﻲ
ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح اﻣﺎ , اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰱ ﺳﺌﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ
اﻣﺎ . اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺘﻌﺬﻳﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﻼف ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﱂ
ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﻜﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞأن . أّن ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﻘﺎب و ﺗﻌﺬﻳﺮ
أّﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺎﺻﺪ . 
ﻋﻘﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞﺔ ، فﺿﺮورﻳﺔ ، ﺣﺎﺟّﻴﺔ و ﲢﺴﻴﻨﻴ ّ: اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  اﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم 
اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻀﺮورﻳّﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﻣﻮر دﻧﻴﺎﻫﻢ 
ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ ، ) و أﺧﺮى ﻫﻢ ، و ذﻟﻚ ﻟﺪﺧﻮل اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳋﻤﺴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ 
ﻷن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﺳّﺠﻞ ( . ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ ، ﺣﻔﻆ اﻟﻌﻘﻞ ، ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﻞ ، و ﺣﻔﻆ اﳌﺎل 
ﺢ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ زواﺟﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻋﻲ ، ﻗﻨﻮﻧﻴّﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻬﻮ أﺻﺒ
و ﺷﺮﻋﻴّﺎ
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif - tidak dilambangkan
ب Ba’ b -
ت Ta’ t -
ث Sa s s dengan titik di atasnya
ج Jim j -
ح Ha’ h h dengan titik di bawahnya
خ kha’ kh -
د Dal d -
ذ Zal z z dengan titik di atasnya
ر Ra’ r -
ز Zai z -
س Sin s -
ش Syin sy -
ص sad s s dengan titik di bawahnya
ض Dad d d dengan titik di bawahnya
ط Ta’ t t dengan titik di bawahnya
ظ Za z z dengan titik di bawahnya
ع ‘ain ‘ ‘ (koma) terbalik
غ gain g -
ف Fa’ f -







ء hamzah ‘ ‘ (apostrof), tetapi lambang ini
digunakan untuk hamzah di awal kata.
ي Ya’ y
Catatan:
Bila secara teknis ada kesulitan dalam mengikuti pedoman tersebut, dapat dipilih
alternatif lain, dengan catatan digunakan secara konsisten. Salah satu alternatifnya
adalah seperti pedoman di bawah ini.
ARAB LATIN ARAB LATIN
ا a ط th
ب b ظ zh
ت t ع ‘
ث ts غ gh
ج j ف f
ح h ق q
خ kh ك k
د d ل L
ذ dz م M
ر r ن n
ز z و w
س s ه H
ش sy ء ‘
ص sh ي y
ض dl -
Catatan:
1. â = a panjang
2. î = i panjang
3. û = u panjang
4. Kata sandang alif+lam ( )لا bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. Contoh :
 مﻼﺳﻻا ditulis al-Islam. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf al diganti
dengan hurup syamsiyah yang bersangkutan, seperti ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ditulis ar-
Risâlah.
5. Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di
Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah,
shalat, dan zakat.
6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:
ةّدر ditulis riddah.
7. Ta’ marbuthah di akhir kata: Bila dimatikan ditulis h, seperti: ﺔﻋﺪﺑ ditulis
bid’ah; kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan
zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t,
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A. Latar Belakang Masalah
Manusia diciptakan Allah Swt. sesuai dengan fitrahnya, yakni mencintai
sesamanya yang berlainan jenis untuk dapat hidup berpasang-pasangan, yang
salah satu tujuannya antara lain sebagai penyaluran hasrat seksualnya. Demikian
pentingnya penyaluran ini, sehingga perlu ditata agar harkat kemanusiaan tetap
terpelihara. Penataan tersebut sudah ada sejak manusia menetap di bumi ini
melalui lembaga perkawinan.
Sistem yang melengkapi kehidupan pria dan wanita ini tentu saja tidak
diciptakan tanpa tujuan yang prinsipil, melainkan memiliki sasaran-sasaran
penting, di antaranya yaitu pemeliharaan moralitas dan yang mendasari hubungan
perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis dengan cinta dan kasih sayang,
supaya keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh
peradaban dan kebudayaan manusia melalui perkawinan.1
Al-Quran mengemukakan bahwa substansi dari perkawinan merupakan
konsep cinta dan kasih sayang antar manusia yang berlainan jenis untuk saling
berpasangan.2 Allah Swt. tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya
yang hidup bebas mengikuti nalurinya yang berhubungan antara jantan dan
1 Al-Maududi, Pedoman Perkawinan dalam Islam, (Jakarta : Dar al-Ulum, 1987), h. 7-9.
2 Lihat QS. Ar-Rum : 21.
betinanya secara anarkis, tanpa ada suatu aturan apa pun. Namun demi menjaga
kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah siapkan hukum sesuai dengan
martabatnya. Perkawinan merupakan tuntutan kodrati hidup manusia sebagai
salah satu ibadah kepada Allah Swt. yang merupakan sunnah Rasul-Nya. Sebagai
hak asasi kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani, maka perkawinan harus
dilakukan dengan niat yang suci dan luhur, niat mengikuti sunnah Rasul agar
mempunyai nilai ibadah.3
Lafadz nikah mengandung dua macam pengertian, pertama menurut lughat
atau bahasa, kedua menurut istilah atau syara’. Nikah menurut bahasa ialah:
Saling bercampur, atau bersetubuh. Adapun arti nikah menurut istilah atau syara’,
para ulama telah memberikan pendapatnya bahwa nikah adalah aqad antara
seorang suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh
antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kalimat kawin4
Adapun menurut ahli ushul fiqh makna nikah yaitu :
1. Nikah menurut asalnya adalah bersetubuh, dan menurut arti majazi adalah
aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
Demikian menurut ulama ahli ushul fiqh dalam madzhab Hanafi.
2. Nikah menururt arti aslinya adalah aqad yang dengannya menjadi halal
hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazinya
ialah bersetubuh. Demikian menurut ushuliyin dalam madzhab Syafi’i.
3 Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, (Jakarta : CV Mulia
Sari, 1987), h. 30-31.
4 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1989),
h. 14.
3. Nikah  adalah aqad yang dengan bersetubuh. Demikian menurut Abu Qasim,
Ibn hazm dan sebagian ulama ushul dalam madzhab hanafi (sahabatnya).5
Dasar hukum nikah adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Al-Qur'an sebagai
firman Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. didalamnya
terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh
aspek kehidupan melalui ijtihad. Sedangkan as-Sunnah sebagai landasan kedua
bagi cara pembinaan peribadi muslim. As-Sunnah selalu membuka kemungkinan
penafsirannya.
Adapun dalil-dalil tentang hukum nikah antara lain firman Allah swt. yang
berbunyi :
                 
                    
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-
Nisa [4] : 3)
                  
          
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
5 Nana Masduki, Fiqh Munakahat, (Bandung : UIN SGD, 1990), h.5.
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”. (QS.al-Rum [30] : 21)
                 
       
”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui”. (QS. al-Nur [24] : 32 )
Di samping nash al-Qur'an, maka banyak hadist-hadist yang menjadi
landasan hukum nikah, diantaranya hadits dari Abdullah Ibn Mas’ud yang
diriwayatkan oleh Bukhori, bahwasanya nabi Saw Bersabda:
ﻟاﺮﺸﻌﻣ ﺎﻳ ﻪﻟ ﻪﻧﺎﻓ مﻮﺼﻟ ﺎﺑ ﻪﻴﻠﻌﻓ ﻊﻄﺘﺴﻳ ﱂ ﻦﻣو جوﺰﺘﻴﻟﺎﻓ ةءﺎﺒﻟا ﻢﻜﻨﻣ عﺎﻄﺘﺳا ﻦﻣ بﺎﺒﺸ
ءﺎﺟو
”Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kamu sekalian telah mempunyai
kemampuan dari segi “al-baah” (bekal), maka hendaklah ia kawin. Karena
perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih
memelihara kehormatan. Bila ia belum mampu (mempunyai bekal) untuk kawin,
maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya sebagai pengekang hawa
nafsu.”6
Terdapat beberapa prinsip perkawinan dalam hukum Islam, agar
perkawinan tersebut benar-benar memberikan kebahagiaan bagi manusia. Prinsip-
prinsip atau asas-asas perkawinan tersebut adalah;
6 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, al-
Jami’ ash-Shahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi, ed.
Muhammad Zuhair bin Nashir an-Nashir, (Kairo: Daar ath-Thauq an-Najat, 1422 H), j. 12, h. 537.
1. Ibadah kepada Allah. Bila suami istri memperhatikan prinsip utama ini, maka
dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai
tujuan perkawinan..
2. Memelihara moralitas dan kesucian manusia. Karena dalam sudut pandang
Islam, hal penting dalam perkawinan adalah pemeliharaan moralitas dan
kesucian, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa [4] : 24-25.
3. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan
suami istri membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi
juga memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk membentuk nilai-nilai
kebudayaan yang lebih tinggi, hal ini berlandaskn QS. al-Rum [30] : 21.
4. Kerelaan dan persetujuan. Asas ini adalah salah satu syarat yang harus
dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, sehingga tidak
ada pemaksaan bagi keduanya.
5. Perkawinan untuk selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat
keturunan dan ketenangan. Kesemua ini dapat dicapai hanya dengan prinsip
bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan untuk sementara waktu dan
main-main.
6. Asas monogami. Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, hal ini
untuk menjaga dari perbuatan tidak adil dan aniaya kepada yang lainnya, hal
ini berdasarkan QS. al-Nisa [4] : 3.7
Karena sangat pentinganya perkawinan baik ditinjau dari prosedur,
substansi dan tujuannya, maka Islam mengatur tentang bagaimana perkawinan itu
7 Abdul Rahman Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h.
4. dan Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI Press, tt), h. 55.
seharusnya dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tentang
perkawinan dalam Islam sangat rinci dibanding aturan-aturan yang lainnya, serta
di sisi lain meskipun perkawinan itu tergolong kepada bagian hukum mu’amalat
(hukum sosial Islam), dimana aspek kultur begitu melekat, tetap saja sakralitas
terhadap perkawinan sangat tinggi, sehingga aspek-aspek ijtihad hanya
menyangkut pada wilayah pendukungnya saja. Sehingga seperti calon yang tidak
boleh dinikahi, akad, saksi, mahar menjadi bagian tetap tidak berubah. Akan tetapi
seperti peminangan, walimah, dan wali merupakan diantara bagian yang
ijtihadiyah, sehingga dalam pembidangan fikih, perkawinan dimasukan dalam
ranah muamalah (hubungan manusia antar manusia).8 Sehingga sebagaimana
bahwa dalam hukum Islam dikenal adanya aspek yang tetap (qath’i) dan berubah
(zhanny), maka begitu pula dalam hukum perkawinan Islam ada pula aspek yang
tetap dan adapula aspek yang bisa berubah.9
8 A. Djazuli membagi bidang fikih kepada dua bagian besar yaitu bidang Ibadah dan
bidang Muamalah (dalam arti luas. Bidang muamalah ini mencakup aspek akhwal al-syakhsiyah
(hukum keluarga, seperti perkawinan, waris dan sebagainya), muamalah (hukum bisnis), jinayah
(hukum pidana), qadha (peradilan), dan siyasah (politik). A. Djazuli, Ilmu Fiqh, (Bandung : Orba
Shakti, 1992), h. 46. selain itu ada juga al-Ghazali (w. 1111 M), telah memilah fikih kepada
bidang ibadah dan bidang mu’amalah. Menurut al-Ghazali, hukum-hukum ibadah didasari oleh
hak Tuhan, seperti thaharah, shalat, zakat, puasa haji dan sebagainya. Sedangkan hukum muamalat
didasari oleh hak hamba dimana ia dapat digolongkan menjadi dua, yakni transaksi pertukaran
(mu’amalah), seperti jual beli, pinjam meminjam, hibah dan sebagainya, dan kontrak
(mu’aqadah), seperti perkawinan, perceraian, perbudakan dan sebagainya. Lihat M. Bernard,
“Mu’amalat”, dalam The Encyclopaedia of Islam, ed. C.E. Bosworth, et.al., (Leiden : EJ Brill,
1993), VII, h. 256.
9 Terminologi qath’i dan zhanny memiliki beberapa pengertian. Istilah qath’i berasal dari
kata al-qath’ yang berarti jelasnya kelebihan bagian tertentu dari suatu benda dibandingkan
dengan bagian-bagian lainnya. Qat’i sendiri berarti sesuatu yang telah diputuskan, terdefinisi,
posistif atau bersifat final. Dalam istilah ushul fiqih merunjuk kepada sesuatu yang sifatnya pasti
dan final. Adapun istilah zhanny berarti asumsi, pandangan, keyakinan, keraguan dan ketidak
pastian. Al-zhann digunakan untuk merujuk sikap keragu-raguan yanng bercampur dengan
keyakinan yang masih spekulatif. Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzhur al-Ifriqi al-
Misri, Lisan al-‘Arab, (Beirut : dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), VIII, h. 276. Hasan Ahmad al-
Khatib, al-Fiqh al-Muqaran (t.tp. : dar al-Ta’lif, t.t.), h. 10. ‘Abd Hamid Hakim, al-bayan, (Jakarta
Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ternyata bahwa
perkawinan bukannya milik agama semata, dimana aturan perkawinan
sepenuhnya diatur oleh agama yang bersangkutan seperti halnya dalam Islam,
tetapi juga bahwa perkawinan memasuki ranah negara, dimana negara memiliki
tanggungjawab untuk mengatur perkawinan yang terjadi di masyarakat. Karena
negara ikut terlibat mengatur persoalan perkawinan maka kemudian lahirlah
peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perkawinan.
Di negara Indonesia yang secara statistik mayoritas pemeluknya beragama
Islam, selain peraturan fikih yang menjelaskan tentang perkawinan dan menjadi
pegangan umat Islam, adapula aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur
perkawinan tersebut yakni lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Undang-undang ini sebenarnya mengatur perkawinan untuk seluruh
warga negara, baik yang muslim ataupun bukan, sehingga undang-undang ini
tidak identik dengan rumusan fikih (hukum Islam) yang secara khusus ditujukan
untuk umat Islam, tetapi ada aturan negara yang dibuat untuk pegangan umat
Islam dalam hal urusan perkawinan mereka, yaitu melalui Intruksi Presiden No. 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di mana Bagian buku kesatunya
secara khusus mengatur tentang perkawinan secara hukum Islam (fikih).
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab I  pasal
2  ayat (1) menyatakan bahwa suatu pekawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut masing-masing agamanya dana kepercayaannya itu. Adapun dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud
: Sa’adiyah Putra, t.t.), h. 5. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1993), h. 22.
dengan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Kemudian dipertegas dalam pasal 4 (KHI)  bahwa perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)
undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Baik undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun KHI menyebutkan bahwa
perkawinan yang disebut sah adalah perkawinan yang sesuai aturan masing-
masing agamanya, yang bagi umat Islam sesuai dengan hukum Islam. Menurut
teori ushul fiqh yang dimaksud dengan istilah “sah” memiliki konsep tersendiri.
Prof. DR. Rachmat Syafe’i membagi sah kepada dua bagian, sah dalam ibadah
dan sah dalam muamalah. Sah dalam ibadah artinya sesuatu perbuatan telah gugur
karena telah dilakukan. Adapun sah dalam muamalah adalah keadaan suatu akad
menjadi sebab adanya sesuatu yanng dituntut oleh syara’, sepeti jual beli yang sah
berakibat sahnya pemindahan hak milik dan pernikahan yang sah berakibat
halalnya bergaul suami isteri dan isteri berhak atas mahar.10 Selain itu yang
disebut sah adalah sebagai perbuatan hukum yang rukun dan syaratnya terpenuhi,
baik perbuatan yang termasuk bidang ibadah maupun muamalah. Sebaliknya jika
perbuatan itu tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka perbuatan itu disebut
dengan batal. Akan tetapi jika yang rukun dan syarat sahnya terpenuhi, tetapi
syarat penyempurnaanya diabaikan maka termasuk kepada wilayah fasad.11 yang
dimaksud dengan  rukun (yang secara lughawi berarti pilar) berarti bagian dari
10 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 210.
11 Jaih Mubarok, Hukum Islam (Konsep, Pembaruan dan Teori Penerapan), (Bandung :
Benang Merah Press, 2006), h. 58-59.
sesuatu (juz min al-syai) dan secara istilah adalah sesuatu yang merupakan bagian
penting (hakiki) dari sesuatu, dan sesuatu yang tidak mencakupnya dianggap tidak
wujud secara hukum. Adapun syarat secara lughawi berarti tanda yang pasti,
adapun menurut istilah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung
(keabsahan) hukum ; ketiadaan syarat berakibat pada ketiadaan hukum. Akan
tetapi, keberadaannya tidak mesti (dengan sendirinya) mewujudkan hukum dan
sebaliknya ; syarat selamanya berada di luar hakikat yang disyaratkan. Dan syarat
terbagi dua ada syarat syar’i (syarat yang ditentukan oleh Allah dan rasulnya),
seperti thaharah adalah syarat sah shalat, dan kehadiran dua orang saksi adalah
sayarat sah perkawinan, yang semua itu atas petunjuk nash.  dan yang kedua
syarat ja’li (syarat yang dibuat dan bersumber dari manusia). Oleh karena itu
kalau rukun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatn hukum,
sedangkan suyarat berada di luar hakikat perbuatan hukum tersebut. Seperti rukun
perkwinan adalah adanya kedua calon mempelai, wali, dua saksi dan akad.
Masing-masing rukun harus terpenuhi syarat-syaratnya, seperti dua pihak yang
hendak menikah disyaratkan telah baligh.12
Sehingga sangat jelas bahwa jika suatu perkawinan yang dikategorikan
sah, baik menurut undang-undang maupun KHI, dalam pandangn teori ushul fiqh
adalah sesuatu perbuatan yang terpenuhi unsur rukun dan syarat dalam
perkawinan, ketiadaan salah satunya baik rukun atau syarat menjadi batal, ataupun
ketidak kesempurnaannya dapat menimbulkan suatu yang disebut fasad.
12 T. M. Hasbi al-Shidieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), II,
h. 196.
Dalam hukum Perkawinan di Indonesia, terdapat pula aturan tentang
adanya pencatatan terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan atau
disebut  dengan pencatatan perkawinan. Aturan tentang pencatatan perkawinan
dalam undang-undang maupun KHI diatur berurutan dengan aturan tentang
sahnya suatu perkawinan.
Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kemudian dalam KHI pada buku I pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa agar
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus
dicatat. Adapun dampak dari perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan
pegawai pencatat nikah/ penghulu tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal
6 ayat (2). Artinya perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah/
penghulu tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga apabila diteliti dari
penjelasan hukum tersebut, kedudukan pencatatan nikah pada posisi sebagai
penguat (taqyid) terhadap sahnya suatu perkawinan dan tidak berakibat tidak
sahnya atau batalnya perkawinan itu sendiri. Karena pencatatan perkawinan tidak
digolongkan ke dalam sah tidaknya suatu perkawinan, baik dari sudut syarat
syar’i maupun syarat ja’li, sehingga menimbulkan akibat kurang positif bagi
masyarakat dalam kesadaran mereka untuk melakukan pencatatan perkawinan.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai bentuk perkawinan di
lingkungan masyarakat, seperti nikah sirri, nikah dibawah tangan, dan nikah
agama, poligini, poliandri, maupun nikah kontrak secara liar yang semua itu
menunjukkan suatu perkawinan yang tidak dicatat oleh petugas yang berwenang
dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Dalam teori hukum Islam dikenal dengan maqashid al-syariah atau tujuan
hukum yang hendak dicapai, yang diantaranya diformulasikan oleh al-Ghazali dan
al-Syathibi tentang tujuan hukum, yaitu memelihara agama (al-din), jiwa (al-
nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal), serta dalam
tingkatannya primer (dharuriyah), sekunder (hajiyah) dan tertier (tahsiniyah).13
Ditinjau dari teori maqashid al-syariah, perkawinan dalam Islam memiliki tujuan-
tujuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi bertujuan
mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri. Bahkan perkawinan memenuhi
seluruh aspek dari dari maqashid al-syariah yang lima aspek tersebut, baik itu
agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta, dan kelima aspek tersebut dalam
perkawinan bagi umat Islam adalah saling terkait dan tidak terpisah, apalagi
tujuan utama dari hukum Islam adalah tercapai suatu kemaslahatan secara umum.
Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu “ tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga
pada pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama berbunyi “ Dalam hal
seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib
mengajukan permohonan  ke- Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan
ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan  kewajibannya sebagai istri, istri
13 Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul, (Beirut : Mu’asasah 1997), h. 251. dan Abu
Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h.
71-77.
mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri
tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan dari
istri pertaman. Atau ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri
dan   anak-anak mereka.14
Selama ini perkawinan dibawahtangan (kawin siri) banyak terjadi di
Indonesia,  baik  dikalangan masyarakat  biasa,  para  pejabat ataupun para artis,
istilah populernya disebut istri simpanan. Perkawinan dibawahtangan sebenarnya
tidak sesuai dengan “maqashid al syari’ah”, karena ada beberapa tujuan syari’ah
yang dihilangkan, diantaranya:
1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui hlayak ramai), maksudnya agara
orang-orang mengetahui bahwa antara A dan B telah terikat sebagai suami istri
yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi dalam
perkawinan dibawahtangan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang
lain, sehingga perkawinan antara A dan B masih diragukan.
2) Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan dibawahtangan
pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian
pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
3) Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan dibawahtangan lebih banyak
madharatnya dari pada maslahatnya, seperti anak yang lahir dari perkawinan
dibawahtangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari
pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya
ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir dari perkawinan
dibawahtangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta
warisan dari ayahnya.
4) Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan kedua, ketiga dan
seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan
dibawahtangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah
menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan
kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama,
sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.15
14 Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan
Agama. (PT. Intermasa: tahun 1991), h. 187
15 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: (PT. Hida Karya Agung,
1989), h. 86
Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan dibawahtangan syah
menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan
tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Begitu juga perceraian itu
telah syah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun
perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan. Akibat pemahaman
tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia
ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan
Agama dan disisi lain tanpa dicatatkanpun tetap berlaku dan diakui
dimasyarakat.
Maka pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh perundang-undangan,
baik menurut undang-undang no. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI menarik
untuk diteliti, sejauhmana perbedaan hukum pencatatan perkawinan menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum pencatatan perkawinan menurut
Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid al-Syari’ah.
B. Rumusan Masalah
Dari pemaparan mengenai latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan
di atas kemudian dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian  sebagai
berikut:
1. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Dimana letak persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana perspektif maqashid al syari’ah terhadap pencatatan
perkawinan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Untuk menggambarkan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum  Islam.
2. Untuk membandingkan letak persamaan dan perbedaan pencatatan
perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam.
3. Untuk membuktikan kelebihan dan kelemahan perspektif maqashid al-
syari’ah terhadap pencatatan perkawinan.
Selain tujuan penelitian di atas, ada juga harapan kegunaan dari penelitian tersebut
yakni :
1. Kegunaan Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kegunaan dalam merumuskan konsep-konsep yang berkaitan dengan
pencatatan perkawinan khususnya di Indonesia baik dalam perspektif
perundang-undangan maupun hukum Islam sehingga dapat memperkaya
khazanah ilmu di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu
sumbangan pemikiran yang memiliki dayaguna bagi civitas akademik di
lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, para praktisi
hukum Islam maupun masyarakat pada umumnya, khususnya yang
memerlukan pengetahuan dalam bidang pencatatan perkawinan di Indonesia.
D. Kerangka Pemikiran
Dalam sistem hukum Islam dikenal dua sumber hukum yaitu naqliyah dan
aqliyah. Yang naqliyah adalah syariah yang berasal dari wahyu yaitu al-Qur’an
dan Sunnah Nabi saw. yang kehadirannya sangat dibatasi oleh waktu yaitu hanya
pada saat Nabi Muhammad Saw mengemban risalah Ilahiyah. Setelah Nabi
Muhammad Saw wafat tasyri (wahyu al-Qur’an dan Sunnah) otomatis selesai, dan
sempurna (QS. Al-Maidah ayat 3). Maka tentunya tidak bisa dikatakan bahwa
syariat Islam menjadi statis atau kaku, tetapi bahwa jelas adalah bahwa proses
pensyariatan telah selesai dengan wafatnya Nabi, dan produknya adalah al-Qur’an
dan al-Sunnah.  Hukum-hukum yang tertera dalam al-Qur’an dan al-Sunnah
tentunya adalah bersifat permanen, tetap, dan abadi sepanjang masa. Adupun fikih
tidak tergolongkan sebagai tasyri, karena fikih adalah sebuah produk ijtihad, hasil
karya nalar manusia secara mendalam terhadap syariah (al-Qur’an dan al-Sunnah)
yang secara terus menerus berproses, berevolusi, bergerak sesuai kondisi waktu
dan tempat yang dimulai sejak masa Nabi Saw. sendiri sampai sekarang.16
Untuk hal ini Jaih Mubarok, dalam bukunya Hukum Islam, telah
menguraikan tentang dua bentuk hukum Islam, yaitu:
Pertama, syariah yang diabadikan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah yang
diyakini kesempurnaannya dan ia berpungsi sebagai penetap hukum, baik yang
16 Untuk urain ini lihat diantara Jaih Mubarok, Hukum Islam. h. 1-2. dan Noel J. Coulson,
Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, (Jakarta: P3M, 1987), h. 2.  Coulson bahkan menyebutkan
bahwa karena wahyu terhenti semenjak meninggalnya Nabi Muhammad, maka syariah yang telah
terungkap secara sempurna pada prinsipnya lantas menjadi statis dan bersifat kekal. Mengapung
sebagai jiwa tanpa jasad di atas awang-awang masyarakat muslim, serta terpisah dari arus dan
pergantian waktu, ia pun tampil sebagai idelisme yang keabsahannya berlaku abadi, dan masyarkat
harus mengejar cita-cita ini.
sudah terjadi maupun yang akan terjadi, yang isi syariah tersebut senantiasa sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan zaman (al-syariah shalih li kulli zaman wa
makan).
Kedua, ketetapan hukum yang berupa hasil ijtihad, dimana sifat hasil
ijtihad tersebut bersifat relatif dan dapat berubah karena kondisi zaman.17
Selain itu juga dikalangan ahli hukum Islam dikenal juga pendekatan dalil
hukum qathi’ dan dalil hukum zhanny. Dalil hukum yang menunjukkan makna
yang sudah jelas dan pasti sehingga tidak memungkinkan di takwil lagi disebut
dengan dalil qathi’. Adapun dalil hukum yang penunjukkan maknanya tidak jelas
dan tidak pasti sehingga memungkinkan untuk ditakwil disebut dengan dalil
zhanny.18 Pendekatan-pendakatan tersebut di atas setidaknya dapat memberikan
gambaran bahwa bentuk dan unsur hukum Islam memiliki suatu ruang lingkup
tersendiri yang memang beda dengan bentuk dan unsur hukum yang lainnya,
seperti hukum barat. Tentunya jika digunakan pendekatan-pendekatan studi
hukum barat terhadap hukum Islam bisa jadi akan mengalami suatu ketidak
sesuaian, dikarenakan bahwa hukum Islam adalah suatu hukum Tuhan yang
dipadukan dengan hukum manusia atau dengan kata lain sistem hukum Islam
tidak hanya bersumber dari wahyu Ilahi, tetapi juga merupakan hasil ijtihad dalam
proses perkembangannya.
17 Jaih Mubarok, Hukum Islam, h. 90
18 Untuk pembahasan tentang qathi’ dan zhanny lihat dalam karya Sa’d ibn Nasir ibn Abd
al-Aziz al-Sasari, al-Qat’u wa zhannu ‘inda al-Ushuliyyin: Haqiqatihuma wa turuq istifadatima
wa Ahkamihima.
Dalam suatu masyarakat manapun, hukum bertujuan untuk membangun
ketertiban masyarakat. Hukum ditegakkan sebagai sebuah sistem yang terutama
untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa
sistem hukum disetiap masyarakat memiliki sifat, karakter dan ruang lingkupnya
sendiri. Dan hal ini berlaku juga untuk sistem hukum Islam, sebab sistem hukum
Islam itu mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, ritual, etika, politik,
ekonomi dan sosial.
Perlu juga diingat bahwa ruang lingkup hukum memiliki perbedaan
mendasar antara ruang lingkup hukum dalam konsep modern dengan ruang
lingkup hukum dalam konsep hukum Islam . Ruang lingkup hukum dalam konsep
modern adalah aturan-aturan yang mengatur permasalahan sosial, ekonomi dan
politik dari suatu bangsa yang disusun oleh suatu badan berwenang dan berlaku
dalam suatu kurun tertentu yang disertai sanksi-sanksi dari negara. Aturan-aturan
moral individu tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum modern, meskipun
aturan moral tersebut ada dalam bentuk adat maupun prilaku sosial, akan tetapi
tetap saja bahwa tindakan-tindakan immoral individu memiliki ruang tersendiri
yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelangggaran hukum, dan hanya
dianggap sebagai perbuatan tidak etis.
Namun dalam hukum Islam, aturan-aturan yang dibuat adalah aturan-
aturan yang mencakup seluruh prilaku manusia baik di wilayah publik, privat
maupun keagamaan (duniawi dan ukhrawi). Sehingga dalam hukum Islam tidak
dipisah antara aspek hukum dan aspek etika/moral, tetapi merupakan suatu yang
terintegrasikan dalam satu sistem hukum Islam itu sendiri.19
Maka dalam memahami hukum Islam, perlu kiranya memperhatikan suatu
uraian dari Juhaya S. Praja yang menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi untuk
memahami hukum Islam, yaitu Pertama, hukum Islam berdimensi Ilahiyah, ia
diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna dan
maha benar, yang didalamnya mencakup bidang keyakinan, amaliah dan akhlak.
Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah, dalam dimensi ini hukum Islam
merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang
dinilai suci, yang disebut dengan Ijtihad.20
Adapun konsepsi Hukum Islam itu sendiri sebenarnya dalam pemakaian
teknisnya sering dikonotasikan sebagai terjemahan dari syariah dan fiqh. Tetapi
jika ditilik lagi secara mendalam, maka konsep-konsep tersebut memiliki
pengertian yang berbeda dari segi akar dan tujuannya. Sebagai sebuah gambaran
saja para ahli telah menguraikan terhadap ketiga term tersebut. Sya’ban
Muhammad Ismail, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syari’ah adalah,
“Apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambaNya, baik dalam bidang
keyakinan (i’tiqadiyah), perbuatan maupun akhlak”21 Dari penjelasan mengenai
term syari’ah tersebut setidaknya dapat diambil suatu pemahaman bahwa konsep
syari’ah itu mencakup bidang keyainan (tauhid atau teologi), perbuatan mukallaf
19 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad sebelum Tertutup, (Bandung : Pustaka, 2001),  h. 16.
20 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung : Rosdakarya,
2000), h.  7.
21 Ibid., h. 3.
(fiqih), dan akhlak (tasawuf) dan ini adalah mencakup seluruh aspek-aspek
kehidupan manusia itu sendiri.
Adapun konsep fiqih menurut akar katanya berarti pemahaman dan
pengetahuan tentang sesuatu. Maka kata fiqh dan fahm dalam bahasa Arab adalah
sinonim. Pada awal perkembangannya konsep fiqih memiliki jangkauan sama
luasnya dengan konsep syari’ah, yakni  pemahaman terhadap seluruh aspek aturan
agama, baik aqidah, ibadah maupun akhlak. Namun kemudian konsep fiqih
mengalami penyempitan konteks dan hanya terbatas pada pemahaman terhadap
aspek hukum amaliyah saja.22
Sedangkan konsep hukum Islam itu sendiri secara kebahasaan berarti
ketetapan atau keputusan (al-qadâ), pemisahan (al-fasl) atau penceghan (al-
man’u). adapun secara istilah berarti “Perintah Allah yang berkaitan dengan
perbuatan mukallaf melalui iqtida, tahyir atau wad’i”.23
Adapun Syari’ah secara etimologi adalah berarti sumber air, jalan, atau
jejak langkah. Dalam konteks hukum dan teologi Islam berarti jalan yang
diberikan Tuhan kepada manusia, jalan untuk menemukan kehendak Tuhan.
Namun pada umumnya, istilah tersebut disalah pahami sebagai hukum Islam atau
fiqih, dan ini merupakan arti secara khusus atau terbatas dari kata syari’ah. Istilah
syari’ah  pada mulanya mengacu kepada ajaran Islam secara keseluruhan, baik
dibidang aqidah, hukum maupun akhlak. Pengertian tersebut diambil dari makna
22 Ahmad Hasan, op. cit., h. 6.
23 Jaih Mubarok, op. cit., h. 10.
QS. Al-Syura [42] : 13 dan QS al-Jaatsiyah [45] : 18,  sementara pengertian fiqih
mengandung makna pemahaman terhadap ajaran agama secara keseluruhan.
Syari’ah sendiri sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kaitannya dengan
Maqashid  al-syari’ah atau tujuan hukum. Kata Maqashid  al-syari’ah merupakan
gabungan dari dua kata yaitu kata maqashid (yang merupakan bentuk jama’ dari
kata maqshud) yang berarti tujuan-tujuan, dan kata syariat yang berarti jalan,
dalam pengertian yang luas adalah ajaran Islam. Secara bahasa Maqashid  al-
syari’ah berarti tujuan-tujuan syariah.24 Tujuan syariat pada intinya adalah
kemaslahatan (al-mashắlih) yang bersifat langgeng, universal dan umum
(abadiyan wa kulliyan wa ‘amman).25 Secara lebih luas kemaslahatan itu berupa
keadilan, rahmat, kebijaksanaan dan kemaslahatan itu sendiri yang merupakan
tujuan utama syariat.26 Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam mengenai
kemaslahatan ini secara garis besarnya telah termaktub dalam al-Qur’an. Dengan
demikian segala bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip atau maqashid al-
syariah adalah bukan syariat, dengan demikian syariat itu tidak bisa dilepaskan
dari tujuannya yakni maqashid al-syariah.27
Menurut al-Syatibi, bahwa syariah diturunkan memiliki tujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akherat. Tak satupun hukum
24 Lihat Bernard G. Weiss, The Spirit of islamic Law, (Athens: The University of
Georgia Press, 1998), h. 80
25 Lihat Jamal al-Din ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il Maqashid al-Syariah, (Damasqus: Dar al-
Fikr, 2001),  h. 111
26 Ibn Qayyim al-Jawziyah, I’lam al-Muwaqqi’in, h. 3
27 Ibid., h. 3
Allah yang tidak memiliki tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan adalah
sesuatu yag tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan suatu hal yang tidak
mungkin terjadi pada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.28
Al-Syatibi membagi kemaslahatan ke dalam dua sudut, yaitu: maqashid
al-Syari’ (tujuan Tuhan), dan maqashid al-Mukallaf (tujuan mukallaf). Maqashid
syariah dalam maqashid al-syari’ mengandung empat aspek yaitu,
1. tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan
akherat.
2. syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.
Hakekat atau tujuan awal pemberlakukan syariat adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila
lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur itu adalah
agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dan disebut pula dengan ushul al-
khamsah. 29
Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-
Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu:
1. Maqashid al-dharuriyat.
2. Maqashid al-hajiyat, dan
28 al-Syatibi, al-Muwafaqat, h. 150
29 Ibid. lihat pula Hamid hasan, Nazariyah al-maslahah fi alfiqh al-islami, (Mesir: dar al-
Nahdah, 1971),  h. 5
3. Maqshid al-tahsiniyat.
Maqashid al-Dharuriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur
pokok dalam kehidupan manusia. Maqashid al-hajiyat dimaksudkan untuk
menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur
pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan maqashid al-tahsiniyat dimaksudkan
agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan
lima unsur pokok.
Tidak terwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia
dunia dan akherat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak
sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa
kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.
Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima
unsur pokok menjadi tidak sempurna. Sebagai contoh, mendirikan shalat
merupakan aspek dharuriyat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek
hajiyat, sedangkan pakaian untuk shalat merupakan aspek tahsiniyat.30
Maqashid al-Syariah semakin dikembangkan, pada awalnya mencakup
lima prinsip syariat universal (al-kulliyah al-khamsah), yakni memelihara agama
(hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihra keturunan (hifz al-nasl),
memelihara akal (hifz al-‘aql), dan memelihara harta (hifz al-mal). Juga bahwa
maqashid al-syariah itu mencakup keadilan (al-’adalah), egalitarian (al-
musawah), kebebasan dan hak sosial dan ekonomi (al-huquq al-ijtima’iyyah wa
30 bandingkan pula dengan Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri al-islami (Mesir; dar al-maarif,
1976), h. 297
al-iqtishadiyah).31 Maka pada masa sekarang al-kulliyah al-khamsah menurut
jamal al-Din al-Atiyah dapat dkembangkan menjadi empat segmen, yaitu: segmen
individu (majal al-fard), segmen keluarga (majal al-usrah), segmen umat (majal
al-ummah), dan segmen kemanusiaan (majal al-insan).32
Karena syariah itu sangat luas juga memiliki maqashidnya, maka dilihat
dari outputnya syariah memiliki empat bentuk, yakni berbentuk fikih, putusan
pengadilan, fatwa dan qanun. Fikih merupakan produk pemikiran hukum Islam
mencakup semua aspek hukum yang dihasilkan oleh fuqaha atau para mujtahid
yang tersebar dalam kitab-kitab fikih. Fatwa merupakan respon atau jawaban
terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Putusan pengadilan
merupakan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan (qadha), dan terakhir adalah
qanun (undang-undang) merupakan produk hukum yang berupa undang-undang
tertulis yang ditetapkan oleh negara yang bersipat mengikat bagi masyarakat. Dan
qanun (undang-undang) umumnya dihasilkan melalui suatu proses siyasi (politik)
bersama antara fuqaha/ahli hukum, politisi, maupun eksekutif. Maka dalam hal
pencatatan perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No. 1
tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terutama Buku I
tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk syariah (hukum Islam) yang
berbentuk qanun (perundang-undangan/peraturan pemerintah) tidak lepas dari
lingkaran hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihadi, legislasi maupun
siyasi. Karena qanun itu merupakan produk dari syariah dan syariah tidak lepas
31 ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il Maqashid al-Syariah, h. 98
32 Ibid., h. 139
dari maqashid al-syariah, maka tentunya pula isi dari qanun tersebut tidak bisa
dilepaskan dari maqashid syariah yang hendak dicapai dan dilaksanakan.
E. Sistematika Pembahasan
Penulisan ini dimulai dengan Bab I, yaitu Pendahuluan yang berisi Latar
Belakang Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,
Kerangka Pemikiran, dan pada bagian akhir bab ini dikemukan Sistematika
Pembahasan.
Dalam Bab II  dibahas tentang Tinjauan umum hukum perkawinan
menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam
Dalam III dibahas tentang Metode Penelitian.
Dalam Bab IV dibahas tentang Kedudukan Pencatatan Perkawinan  dalam
Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam dan perspektif Maqâshid al-
syariah.
Dalam Bab V Tentang Kesimpulan.
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